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ABSTRAK

Nama: Michael Christian

NPM : 2017320051

Judul : Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada
Kelompok Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Indonesia Tahun 2017-
2019

Perpajakan merupakan kontribusi terbesar kepada negara dan berfungsi
untuk mendanai tugas-tugas pemerintah, juga pelaksanaan negara. Bagi perusahaan
go public atau sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pajak dianggap sebagai
bentuk penarikan secara ekonomis dari sektor privat kepada sektor publik sehingga
mengurangi penghasilan perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan
atau aktivitas operasional lainnya. Akibatnya perusahaan berusaha menekan jumlah
pembayaran pajaknya melalui celah-celah peraturan perpajakan atau tax avoidance
dan adakalanya dilakukan hingga melebihi batas tarif yang berlaku. Komite audit
adalah komite yang berperan mengawasi dan mengulas integritas aktivitas
pelaporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal, termasuk tax avoidance.
Oleh karena itu, agar dapat menjaga kewajaran pelaksanaan tax avoidance dengan
efektif, komite audit harus memiliki kualifikasi tertentu. Kualifikasi tersebut diatur
dalam peraturan OJK dan direpresentasikan melalui karakteristik komite audit. Jika
perusahaan memiliki karakteristik komite audit sesuai dengan peraturan yang
berlaku atau bahkan melebihi, dapat mempengaruhi pelaksanaan tax avoidance di
dalam perusahaan.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh karakteristik komite audit berupa
expertise, independensi, overlapping membership, dan rapat komtie audit terhadap
tax avoidance. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan dengan penghasilan yang
baik agar ditemukan keberadaan tax avoidance, yaitu pada sektor manufaktur. Pada
analisisnya digunakan analisis deskriptif, regresi linier berganda, serta pengujian
hipotesis, dibantu oleh program IBM SPSS Statistics 22 untuk mengukur seberapa
kuat pengaruh antara karakteristik komite audit secara parsial maupun simultan
terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian membuktikan bahwa independensi dan overlapping
membership secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
Sedangkan expertise dan rapat komite audit tidak ditemukan pengaruh signifikan
terhadap tax avoidance. Dalam pengujian simultan, ditemukan expertise,
independensi, overlapping membership, dan rapat komite audit secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Kata Kunci: corporate governance, komite audit, tax avoidance, tax aggressiveness



ABSTRACT

Name : Michael Christian
Student ID  :2017320051
Title : The Impact of Audit Committee's Characteristics on Tax

Avoidance at Listed Manufacturing Companies in Indonesia
Period 2017-2019

Taxation is the largest contribution to the state and serves to fund
government tasks, as well as state implementation. For companies that go public
or whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange, taxes are considered
as a form of economic withdrawal from the private sector to the public sector,
thereby reducing the company's income that can be used for financing or other
operational activities. As a result, the company tries to reduce the amount of its tax
payments through loopholes in tax regulations or tax avoidance and is sometimes
carried out to exceed the applicable tariff limit. The audit committee is a committee
whose role is to oversee and review the integrity of financial reporting activities
and the effectiveness of internal controls, including tax avoidance. Therefore, in
order to maintain the fairness of implementing tax avoidance effectively, the audit
committee must have certain qualifications. These qualifications are regulated in
OJK regulations and are represented through the characteristics of the audit
committee. If the company has the characteristics of the audit committee in
accordance with applicable regulations or even exceeds it, it can affect the
implementation of tax avoidance in the company.

This study focuses on the effect of audit committee characteristics in the
form of expertise, independence, overlapping membership, and audit committee
meetings toward tax avoidance. This research was conducted on companies with
good income in order to find the existence of tax avoidance, namely in the
manufacturing sector. In the analysis used descriptive analysis, multiple linear
regression, and hypothesis testing, assisted by the IBM SPSS Statistics 22 program
to measure how strong the influence of the characteristics of the audit committee
partially or simultaneously on tax avoidance.

The results of the study prove that independence and overlapping
membership partially have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile,
expertise and audit committee meetings were not found to have a significant effect
on tax avoidance. In simultaneous testing, it was found that expertise,
independence, overlapping membership, and audit committee meetings together
have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: corporate governance, audit committee, tax avoidance, tax
aggressiveness
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Perpajakan merupakan sebuah elemen yang sangat penting dan
mempengaruhi bagi negara maupun perusahaan. Perpajakan sangat penting bagi
negara karena perpajakan merupakan tulang punggung rumah tangga pemerintahan.
Hal ini bisa dilihat berdasarkan buku Il Nota Keuangan beserta APBN 2021 pada
ringkasan APBN 2016-2021 (Kementerian Keuangan, 2021:443). Dalam ringkasan
APBN tersebut ditunjukkan perpajakan memberikan kontribusi pendapatan dalam
negeri di tahun 2018 sebesar 78,77%. Pada tahun 2019, kontribusi pajak terhadap
pendapatan negara mengalami peningkatan menjadi 79,08%. Walaupun kontribusi
pajak mengalami penurunan di tahun 2020, disebutkan bahwa penyebabnya, yaitu
akibat pandemi Covid-19. Pandemi covid-19 menjadi pembatas dalam aktivitas
ekonomi dan sosial masyarakat (Kementerian Keuangan, 2021:76). Walaupun
demikian, jika dilihat lebih spesifik pada tahun 2020, perpajakan tetap menjadi
kontributor utama pendapatan dalam negeri sebesar 82,68%.

Akibat dari pentingnya pajak bagi negara, dijelaskan oleh Tandean &
Winnie bahwa perpajakan menjadi dianggap sebuah paksaan terhadap wajib pajak.
Paksaan tersebut maksudnya adalah jika wajib pajak tidak memenuhi atau
kurangnya dalam pemenuhan kewajiban pajak mereka, maka akan berakibat denda.
Hal ini membuat pandangan kewajiban pajak khususnya bagi perusahaan, sebagai

suatu beban. Berdasarkan pandangan ini, perusahaan berusaha untuk



mengefisiensikan beban tersebut dengan berbagai upaya meminimalkan kewajiban
pajaknya (Tandean & Winnie, 2016:28).

Menurut Santoso & Rahayu, dengan semakin tingginya kewajiban yang
harus dibayarkan, perusahaan akan semakin berusaha untuk mengefisiensikan
beban pajaknya. Salah satu upaya nyatanya adalah melalui pelaksanaan manajemen
pajak dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangi kewajiban pajaknya.
Menghilangkan kewajiban pajak bukan berarti semata-mata menghapusnya, tetapi
memiliki arti bahwa pajak dapat dialinkan atau dibebankan kepada pihak lain.
Contohnya adalah PPN yang dapat dialihkan kepada konsumen akhir dan PPh yang
bisa dihindari melalui perpanjian bahwa harga yang disetujui sudah termasuk biaya
PPh. Selain dari alasan tersebut, upaya pengelolaan pajak dilakukan perusahaan
yang tidak merasakan secara langsung efek atas kepatuhannya membayar
kewajiban pajaknya. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan kepercayaannya
kepada pemerintah dan melakukan manajemen pajak (Santoso & Rahayu, 2019:9).

Upaya yang menghalangi pemungutan pajak bagi negara yang dilakukan
perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu perlawan aktif dan pasif. Manajemen pajak
secara aktif adalah manajemen yang terang-terangan dan dilakukan dengan
sepengetahuan perusahaan tersebut. Manajemen pajak yang aktif ini kemudian
dibagi lagi menjadi dua, yaitu tax avoidance dan tax evasion (Santoso & Rahayu,
2019:3).

Selanjutnya tentang tax avoidance, Santoso & Rahayu menjelaskan bahwa
tax avoidance merupakan pengelolaan pajak yang dilakukan tanpa melanggar

peraturan perpajakan yang ada. Tax avoidance memang tidak melanggar peraturan,



tetapi memanfaatkan celah (loopholes) pada peraturan perpajakan (Santoso &
Rahayu, 2019:5). Pendapat yang sama disampaikan oleh Salehi, et al., tax
avoidance merupakan tindakan yang legal dan boleh dilakukan oleh perusahaan.

Sebaliknya, tax evasion merupakan tindakan manajemen pajak yang
dilakukan dengan mengabaikan atau bahkan melanggar peraturan perpajakan yang
ada. Dengan demikian, tax evasion merupakan sebuah tindakan yang ilegal atau
dilarang untuk dilakukan oleh perusahaan (Salehi, et al., 2020:119).

Walaupun tax avoidance tidak melanggar hukum, tetapi pelaksanaannya
perlu dikelola perusahaan sehingga dijalankan manajemen dengan profesional.
Dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut, good corporate governance yang
kemudian disingkat GCG, menjadi salah kunci sukses. Daniri menyebutkan,
dengan perusahaan menerapkan GCG, memberikan kemampuan bagi perusahaan
untuk mengelola aktivitasnya dikelola dengan dinamis juga professional (Daniri,
2014:3-4). International Finance Corporation menjelaskan bahwa GCG membuat
perusahaan mampu untuk melakukan pengaturan. Pengaturannya berupa
pembagian hak dan tanggung jawab dengan tujuan kestabilan juga nilai yang baik
bagi stakeholder-nya. Dengan GCG, terdapat pengaturan, seperti melalui checks
and balances dan prinsip dasar GCG (International Finance Corporation, 2018:28).

Dijelaskan oleh Daniri, dalam GCG terdapat prinsip dasar yang umum
dipakai dalam perusahaan, yaitu TARIF. TARIF ini berisikan 5 prinsip dasar dalam
penerapan GCG, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency,

dan Fairness (Daniri, 2014:11).



Daniri selanjutnya menjelaskan tentang prinsip ini  mengharuskan
pengelolaan perusahaan dilakukan dengan dasar prinsip korporasi yang sehat dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundang-
undangan yang harus diikuti oleh perusahaan adalah masalah perpajakan. Dengan
mengikuti prinsip GCG tersebut, membuat pelaksanaan tax evasion menjadi tidak
sesuai dengan prinsip GCG. Hal ini dikarenakan tax evasion dilakukan
mengabaikan atau bahkan melanggar peraturan perpajakan yang ada menjadi
berlawanan dengan GCG. Dengan demikian, pelaksanaan tax avoidance menjadi
cara yang bisa diterima prinsip GCG. Hal ini dikarenakan tax avoidance dalam
mengefisiensikan kewajiban pajaknya, tetap mengikuti peraturan perundang-
undangan pajak di Indonesia (Daniri, 2014:12).

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh International Finance Corporation,
badan usaha di Indonesia dalam bentuk PT dengan jumlah 22,7 juta. Perusahaan
dengan bentuk PT dengan jelas diwajibkan untuk memenuhi syarat legalitasnya dan
regulasi yang berlaku di Indonesia.

Salah satu regulasi yang digunakan adalah UU 40 tahun 2007, bahwa PT
wajib memuat rincian dewan direksi dan komisaris perusahaan dalam anggaran
dasarnya. Bahkan berdasarkan lampiran keputusan BAPEPAM-LK nomor Kep-
643/BL/2012, PT yang terdaftar pada BEI diwajibkan untuk membentuk Komite
Audit yang bekerja di bawah dewan komisaris (International Finance Corporation,
2018:59-60).

Tandean & Winnie mengemukakan, komite audit secara mendasar memiliki

tugas untuk memastikan perusahaan menjalankan operasionalnya sesuai peraturan



berlaku. Komite audit juga harus memastikan pengelola khususnya dewan direksi
menjalankan perusahaan sesuai etika bisnis, terbebas dari fraud dan kepentingan
pribadi. Komite Audit yang terkait erat dengan peraturan dan regulasi, juga
bertanggung jawab dalam pengawasan perusahaan melaksanakan peraturan
perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, komite audit harus dibuat perusahaan
sesuai dengan peraturan agar komposisinya menjadi efektif untuk melaksanakan
pengawasan tax avoidance (Tandean & Winnie, 2016:29).

Menurut Ismael & Roberts, untuk mendapatkan komite audit dengan
komposisi yang baik, perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang melekat.
Karakteristik pada komite audit tersebut berupa keanggotaan komite audit,
expertise yang dimiliki anggotanya, serta frekuensi pelaksanaan rapatnya (Ismael
& Roberts, 2018:298).

Tandean & Winnie menjelaskan, pelaksanaan tax avoidance juga
berhubungan dengan masalah agensi. Masalah agensi ini terjadi akibat manajemen
memiliki kepentingan tersendiri dan berbeda dengan tujuan perusahaan.
Manajemen ingin meningkatkan kompensasinya melalui laba perusahaan yang
lebih tinggi, sehingga melakukan tax avoidance ketika laba tinggi. Sesuai dengan
executive compensation, dengan performa kerja manajemen melalui laba tinggi,
manajemen mendapatkan kompensasi keuangan berupa gaji, tunjangan, dan bonus.
Berlawanan dengan kepentingan dari shareholder yang menginginkan
pengurangan biaya pajak dengan laba yang juga lebih rendah. Dengan demikian,
Komite audit bertanggung jawab mengontrol benturan kepentingan yang dilakukan

oleh pihak manajemen (Tandean & Winnie, 2016:29).



Komite audit

Dengan memahami peran komite audit yang mengawasi kepatuhan, komite
audit harus dibangun dengan komposisi yang tepat dan memperhatikan
karakteristiknya. Komite audit yang telah dibangun dengan komposisi yang baik,
memperhatikan karakteristik yang harus dimilikinya, akan bekerja dengan
professional. Dengan demikian komite audit akan mampu untuk menerapkan
checks and balances. Komite Audit akan mengawasi pelaksanaan TARIF, komite
audit akan mampu mengawasi manajemen agar malaksanakan etika bisnis, patuh
terhadap peraturan, terbebas dari fraud, dan kepentingan pribadi. Akibatnya
manajemen akan lebih berhati-hati dan memanfaatkan tax avoidance secara wajar,
tidak melebihi batasan yang diatur dalam peraturan pajak. Keberhasilan tata kelola
yang baik dengan peran komite audit yang dibangun berdasarkan karakteristiknya,
dapat dinilai ketika meminimalkan pelaksanaan tax avoidance, yang diukur dengan
current ETR, yang melebihi batas tarif peraturan perpajakan.

Dalam Penelitian ini, ingin mengetahui kondisi pelaksanaan tax avoidance
pada perusahaan terdaftar di BEI, dari banyak sektor yang dikelompokkan BEI
dipilih sektor manufaktur. Pemilihan sektor manufaktur dilandasi pengertian pajak
penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan kepada penghasilan, sehingga diperlukan
data perusahaan dengan penghasilan yang positif (tidak rugi). Kelompok sektor
manufaktur ditemukan memiliki nilai EPS tertinggi pada tahun 2017, 2018, dan
2019. Menurut Gitman & Zutter, EPS digunakan untuk mengukur jumlah profit
dalam suatu periode pada setiap lembar saham beredar. Perusahaan dengan harga

saham yang tinggi dapat mengindikasikan profit yang tinggi juga (Gitman & Zultter,



2015:57). Oleh karena itu, sektor manufaktur menjadi sesuai dan dapat digunakan
untuk meneliti tax avoidance.

Dengan demikian, dilakukan penelitian pengaruh karakteristik komite audit
terhadap pelaksanaan tax avoidance pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI

yang diteliti.

1.2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah, berikut ini dirumuskan pertanyaan atas
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kondisi pelaksanaan tax avoidance pada kelompok
perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar?
2. Bagaimana kondisi expertise komite audit pada kelompok perusahaan
manufaktur perusahaan yang terdaftar?
3. Bagaimana kondisi independensi komite audit pada kelompok
perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar?
4. Apakah terdapat overlapping membership pada kelompok perusahaan
manufaktur perusahaan yang terdaftar?
5. Bagaimana frekuensi pelaksanaan rapat komite audit pada kelompok
perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar?
6. Apakah terdapat pengaruh unsur-unsur karakteristik komite audit secara
parsial maupun simultan terhadap tax avoidance pada kelompok

perusahaan yang terdaftar?



1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi pelaksanaan tax avoidance pada kelompok
perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar.

2. Untuk mengetahui kondisi expertise komite audit pada kelompok
perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar.

3. Untuk mengetahui kondisi independensi komite audit pada kelompok
perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar.

4. Untuk mengetahui apakah terdapat overlapping membership pada
kelompok perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar.

5. Untuk mengetahui frekuensi pelaksanaan rapat komite audit pada
kelompok perusahaan manufaktur perusahaan yang terdaftar.

6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh unsur-unsur karakteristik
komite audit secara parsial maupun simultan terhadap tax avoidance

pada kelompok perusahaan yang terdaftar.

1.4. Kegunaan Penelitian
1.4.1. Bagi Peneliti
Kegunaan bagi peneliti adalah untuk penyelesaian skripsi sarjana. Selain itu,
kegunaannya adalah peneliti mendapatkan pengetahuan tentang tata kelola
perusahaan, khususnya karakteristik komite audit dihubungkan dengan tax

avoidance.



1.4.2. Bagi Pembaca
Pembaca bisa mendapatkan pengetahuan tentang kerangka teori
karakteristik komite dan pelaksanaan tax avoidance. Dari pengetahuan tersebut
diharapkan bisa membantu pembaca dalam mengembangkan penelitian yang terkait

menjadi lebih luas.



	2017320051-Bagian 1
	2017320051-Bagian 2
	2017320051-Bagian 3
	2017320051-Bagian 4
	2017320051-Bagian 5
	2017320051-Bagian 6

